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A. Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat
dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Menurut boedi harsono, yang
dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian
wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan
dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.'® Hak ulayat adalah

kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum

adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana
kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari
sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan
hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan
secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat
hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Tanah ulayat dikuasi
oleh kepala suku atau ninik mamak, Secara hukum adat tanah ulayat
diserahkan pengelolaan dan pemanfaatanya kepada masing-masing kepala suku
dan kebiasaan ini telah berlangsung sejak dahulu sehingga tanah ulayat jelas
keberadaanya didalam hukum adat.

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini

sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada

Y¥Urip Santoso, “Hukum Agraria Kajian Komprehensif”,(Jakarta, Kencana Prenada
Media Grup, 2012), hal.81.
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kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung
utama bagi kebidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.
Disinilah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum
adat bersama dengan tanah ulayatnya ini. Adapaun tanah ulayat atau tanah
bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat
masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain
sebagainya. Tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lain
yang pada intinya adalah demi keperluan bersama.

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam
keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hakulayat
tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tanganmasyarakat.Obyek
hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan(kekayaan alam)
yang terkandung di dalamnya dan binatang liar yanghidup bebas dalam
hutan.®’Dengan demikian hak ulayat menunjukkanhubungan hukum antara
masyarakat hukum (subyek hukum) dantanah/wilayah tertentu (objek hak).

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan
kehidupan sosial di Indonesia dan negara negara asia lainya seperti jepang ,
india, tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya
adalah peraturan — pertauran hukum tidak tertulis yang tumbuh dan
berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Karena peraturan — peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang,

maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain

20 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1983), hal
109
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itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat
oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum

karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

. Tanah Ulayat Menurut Masyarakat Adat Pakis
Berdasarkan wawancara dengan datuk bendaharo mudo Tanah Ulayat
adalah warisan dari mereka yang mendirikan negeri, tanah tersebut bukan saja
kepunyaan umat yang hidup sekarang, tetapi juga menjadi hak generasi yang
akan datang yang hidup kelak dikemudian hari,tanah ulayat tersebut diwarisi
secara turun temurun, dari nenek moyang lalu diteruskan kepada generasi
berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi, dan
juga tidak boleh disertifikati untuk mempunyai hak milik sendiri seutuhnya.*
Tanah ulayat di Masyarakat adat pakis dimanfaatkan untuk
kesejahteraan anak cucu kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak
kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari. Tanah ulayat tersebut
terdiri dari tanah ulayat nagori, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum.
Mereka dapat mempergunakannya untuk keperluan membangun rumah tempat
tinggal dan untuk bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga

masyarakat adat.

. Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria
Ketika kita membahas tanah ulayat kita tidak akan terlepas dari agraria

karna apabila kita mendengar kata agraria kita akan mengingat tentang tanah.

2t Amirudin, Datuk Bendaharo Mudo masyarakat adat pakis, pokobuk, 24 juli 2016
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Istilah agraria berasal dari kata akker (bahasa belanda), agros (bahasa yunani)
berarti tanah pertanian, agger (bahasa latin) berarti perladangan, persawahan,
pertaian, agrarian (bahssa inggris) berarti tanah untuk pertanian.”* Menurut
andi hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan
di atasnya.”® Bachsan mustofa menjabarkan dari pendapat soedikno
mertokosumo bahwa kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam
bentuk hukum Undang-undang dan perturan-peraturan tertulis lainya yang
dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum
agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat
setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan, serta berlakunya
dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.?*

Hak ulayat masyarakata hukum adat diatur dalam pasal 3 UUPA, vyaitu:
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2
pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
Undang-undang atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi”. Menurut boedi

harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah

22 Santoso Urip, Hukum Agraria Kajian Kompherensif,Kencana Prenada Media Grup,
Jakarta, 2012,Hal 1.
2 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal.32
24 1
Ibid.
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serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang
berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.®

Menurut boedi harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan
masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu

1) Masih adanya suatau kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan
hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.

2) Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat
tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya
sebagai “labensaraum” nya.

3) Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataanya dan diakui oleh para
warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan melakukan kegiatan
sehari-hari senagai pelaksana hak ulayat.”®

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut pasal

2 ayat (2) permen agraria/kepala BPN No.5 tahun 1999, jika:

1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tanah hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuanhukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupan sehari-hari.

2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya

sehari-hari.

»Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, (Djambatan, Jakarta, 2003), hal.8

%6 Urip santoso, loc. Cit.
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3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut.

1. Dasar Hukum Dalam UUPA

Pasal 3 UUPA mempunyai pernyataan pengakuan mengenai
eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataan yang masih ada, artinya apabiala dalam kenyataanya tidak ada,
maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan
hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat
hukum adat masing-masing.

Penelitian dan penentuanya masih adanya hak ulayat dilakukan
oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat,
masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, lembaga
swadaya masyarakat, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya
alam. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adatyang masih ada
dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan
suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan menggambarkan
batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah (pasal 5 permen
agraria/kepala BPN No.5 tahun 1999).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat
UUD 1945) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
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kemakmuran rakyat”. UUD 1945 tidak menyebut tanah melainkan bumi.
Mengenai arti bumi ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut. Menurut
Pasal 1 ayat (3) UUPA, bahwa “Hubungan antara bangsa Indonesia dan
bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi”.

Mengenai bumi diatur dalam UUPA, sebagaimana Pasal 1 ayat
(1) dan ayat (2), bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah
air dari seluruh rakyat Indoneisa, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alan yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai
Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Dasar hukum pemberian hak tanah kepada perseorangan atau
badan hukum dimuat dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “atas hak dasar
menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukanya ada macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-
badan hukum”.

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960
Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan
terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 4 (UUPA), Hak

menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan
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kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakatmasyarakat hukum adat,
sekedar diperlukan dan tidak  bertentangan dengan kepentingan
nasional, menurut ketentuan — ketentuan peraturan pemerintah. Dengan
demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya
hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari
pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat
hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat
diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan
pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap
tidak dapat dihilangkan.
. Dasar Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Bentuk pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan hukum adat juga
dijamin oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang, dalam Penjelasan pasal 4 ayat 2 dari Undang-undang tersebut
menyatakan bahwa Penggantian yang layak diberikan pada orang yang
dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumberdaya
alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan atau ruang yang
dapat mebuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan
oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut
didasarkan atas ketentuan perUndang-undangan ataupun atas dasar

hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
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Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan Pada
Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, dijumpai ada
satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu pasal 3 ayat 3 yang
menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai
dari negara terhadap air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh
masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.

Undang-undang Kehutanan no 41 tahun 1999. Pada pasal 1 ayat
6 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa: Hutan adat adalah hutan
negara yang berada dalam wilayah masyatakat hukum adat Sehingga
walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara
tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum
adat. Dalam Pasal 67 ayat 2 dikatakan; Pengukuhan keberadaan dan
hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hal ini berarti bahwa di Indonesia, pengertian tanah diapakai
dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah dibatasi dalam
Pasal 4 ayat (1) UUPA, dasar hak menguasai dari negara hanya
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain serta badan-badan hukum.

Setelah  Indonesia merdeka dan berlangsung hingga

diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
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Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan mengingat pentingnya tanah dalam
kahidupan, jauh sebelum diundangkan UUPA telah dikenal sistem
penguasaan sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia yang
dikenal sebagai hak ulayat. Walaupun tidak dijelaskan secara jelas
mengenai pengertian hak ulayat tetapi dari berbagai pendapat para ahli,
hak ulayat adalah merupakan pengakuan/kepunyaan bersama seluruh
anggota masyarakat dan di dalamnya juga terkandung adanya hak
kepunyaan perorangan yang berarti orang perorangan boleh mempunyai
(memiliki) tanah dalam lingkungan hak ulayat tersebut.

Apabila ditelaah pendapat-pendapat yang diberikan para ahli di
atas, terdapat kesamaan pendapat mengenai hukum adat, yaitu di dalam
hukum adat termuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur
kehidupan orang-orang Indonesia dalam bentuk tak tertulis dan
mempunyai akibat hukum.

Di dalam masyarakat hukum adat, tanah mempunyai arti
penting, karena menurut sifatnya tanah merupakan satu-satunya benda
kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga,
masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi
lebih menguntungkan. Karena faktanya, tenah merupakan tempat tinggal
persekutuan, memberikan kehidupan kepada persekutuan, merupakan
tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia
dikebumikan dan merupakan pula temapat tinggal kepada dayang-dayang

perlindungan persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.
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Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa hak ulayat tidak
secara gamblang dijelaskan tentang adanya dasar hukum atau aturan-
aturan yang mengatur, melainkan hak ulayat diakui oleh Undang-undang
dan penerapannya mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria serta

hukum adat yang berlaku.



